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Yth. 1. Bawaslu Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM)
2. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

SURAT IMBAUAN
NOMOR O] TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPAT] DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Momaor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, Bawasiu ProvinsiPanwaslih Aceh, Bawasiu
Kabupaten/Kota, Panwaslkh Kabupaten/Kota Se-Acsh, Panwashu Kecamatan, Pengawas
Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan ferhadap Kampanye peserta Pemilihan
Gubemnur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wallkota

Berdasarkan hal tersabut di atas, Badan Pengawas Pemilihan melakukan pencegahan
dalam Tahapan Kampanye sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Nomer 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
yang secara eksplisi menjelaskan bahwa Pengawasan adalah segala upaya untuk
melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesalan sengketa yang
bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan
sasual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Berdasarkan kdentifikasi polensi kerawanan dan hasi pengawasan Kampanys Pemilu
Serentak tahun 2024, Bawaslu mencatal beberapa kerawsnan dan permasalahan yang
mungkin terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemifihan Serantak tahun 2024, Bawasiu
telah menginventarisasi data pofensi kerawanan saria strategl pencegahan terhadap
kerawanan tahapan kampanye dari seluruh jajaran Bawaslu secara berjenjang.

Oieh karena itu, barkallan dengan tahapan Kampanye peserta Pemiliian Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakll Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bawasiu
mengeluarkan surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran pada lahapan Kampanye pada
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota sebagai rekomendasi dalam agenda pencegahan pelanggaran.

B. Tujuan

Surat Imbauan ini buat untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Kecamatan dan
PKD dalam pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mefakukan pencegahan pelanggaran
pada tahapan kampanye dalam PemllihanGubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

C. Ruang Lingkup

Surat Imbauan ini mengatur standar tata laksana pencegahan pelanggaran dalam tahapan
kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupali, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Memer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
menjadi Undang-Undang Momaor 8 Tahun 2020 tentang Panetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang NMomor 1 Tahun 2014 tentang Pamilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang- Undang;
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2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 (entang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretarial Janderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsl, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kata,

3. Peraturan Badan Pangawas Pemihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan VWakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah manjadi Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum tentang Pengawasan Kampanys paserta
Pamilihan Gubarmur dan YWakll Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Wailikota;

4, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 fentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomoer 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kera Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
mum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Fengawas Pamilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja
dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kera

dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Limum;

7. Peraturan Badan Pangawas Pamilihan Umum Nomaor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wallkota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pamilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wallkota dan Wakil Walikata; dan

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemihan Umum  Nomor
127/PM. 00K 170372023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 274PM.OIK108/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Prosas Pemilinan Umum.
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E. Igi imbauan
Dalam rangka pelaksanaan fugas pengawasan, disampaikan kepada Pantia Fengawsas

Kecamatan, PKD wntuk memperhatikan hal hal sebagail beriot

1. Kerswanan Kampanys

a. Kerawanan Wakio Kampanye
Malam melakukan pengawasan kampanye, Panifia Pengawas Kecamatan dan
PKD memasiikan pasangan cakon, Partai Politik, gabungan Partai Pofitik, dan/atau
Tim Kampanys tidak melfakukan:

1) Kegimtan Kampanye sebelum dimufai dan/alau setelah masa kampanys
berakhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

lampiran | PKPLU Nomor 13 Tahun 2024,

Iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di madia massa yang
difetapkan, lampiran | PKPU Nomor 13 Tahun 2024,

Jadwal Kampanye dengan melode Rapat Umum yang berpolensi kepada
gangguan ketertiban dan keamanan; dan

Kampanye dengan metode Rapat Umum dimulai pukul 08,00 s.d paling lambat

18,00 waktu sstempat Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomer 13 Tahun 2024.

2)
3

4)

b. Herawanan Pelaku Kampanye
1) Kampanye dilaksanakan bukan oleh pihak yang ditenfukan sebagamana

ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 13
Tahun 2024, diantaranya:
a) Partai Poltik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
k) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye; danfatau
&) Relawan dan/atau pihak lain.
2) Kampanye malibatkan pihak yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 82
ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
2) aparatur sipll negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3) kepala desa atau sabutan lainflurah dan perangkat desa atau sebutan
lzin/perangkat kelurahan
3) Kampanye yang dilakukan ocleh Gubermur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat
daerah tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana pada
ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024,
4) Kampanye di perguruan finggi melibatkan anak sebagaimana ketentuan pasal
57 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024,
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€. Kerawanan Selama Aktivitas Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat materi yang dilarang sebagaimana pada

ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:

1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) menghina sesecrang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil
gubernur, calon bupatl, calon wakil bupat, calen walikota, calon wakll waliketa,
danfatau partai politik;

3} melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba parta
politik, perseorangan, danfatau kelompok masyarakat;

4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, Kelompok masyarakat,
dan/atau partai politik;

5) mengaanggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum:

6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

7) merusak dan'atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

8) menggunakan fasiitas dan anggaran pamenntah dan pemerintah dasrah;

g} menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan
finggl yang mendapat izin dar penanggung jawab perguruan tmggi atau
sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;

10) melakukan pawal yvang dilakukan dengan berjalan kaki; dan'atau dengan
kendaraan di jalan raya;

d. Herawanan Metode Kampanye

1} Pertemuan Terbatas:

a) jumlsh peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan
kampanye; danfatau
b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pembaritahuan (STTP).

2) Pertemuan Tatap Muka dan dialog;

a) jumlah pesera kegiatan melebihi ketentuan jumiah maksimal ketantuan
kampanye; dan/atau
b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pembesitahuan (STTP).

3) Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Fasangan Calon

a) jumiah peseria kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketenluan
kampanye;

b} durasi debat mebebihi wakiu yang telah ditentukan; dan

¢} para pihak datam debat tidak menaati tata tertib sefama debat berlangsung.
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4) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum

a) Bahan kampanye melebihi nitai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah):
melebihl ketentuan peraluran perundang-undangan yang mengatur
mengenai standar biaya masukan; dan/atau melebihi harga yang wajar:

b} Penyebaran bahan kampanye Peserta Pamilihan menempel pada alat
peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar
Fesera Pemilihan danfatau

¢} Bahan kampanye dipasang di tempat yang dilarang, melipuli; tempat
ibadah, rumah sakittempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan,
gedungfasildas pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan,
sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.

5) Pemasangan Alat Peraga

a) Jenis, jumiah, desaln, dan/atau lokasi pemasangan alat peraga tidaksesuai
dengan Keputusan KPU sesuai tingkatan;

b} Pemasangan alat peraga tidak mempeartimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan selempat sesusi dengan
keteniuan peraturan penndang-undangan;

€] Pemasangan alat peraga Peserta Pemilihan menutupilberdekatan dengan
alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpatensi menjadi sengketa antar
Feserta Pemilihan: daniatay

d) Alat paraga masih terpasang pada masa tenang

6) Iklan Media Massa Catak dan Media Massa Elektronik

a} Tayangan/penulisan dalam program acara di lembaga penylaran atau
berita mengandung muatan kampanye secara terselubung; dan

b} jumilah penayangan, ukuran, danfatau durasi ilan media massa cetak dan
media massa elektronik lidak sesual dengan ketentuan KPU sazual
tingkatan,

T) Kampanye di Media Scsial

Terdapat akun media sosial yang tidak terdaftar sebagai akun resmi media

sosial pasangan calon yang memuat konten mealanggar ketentuan,

&. Kerawanan Kampanye dengan Satu Pasangan Calon
Terdapat pihak yang menghalang kampanye terhadap kotak kosong.

f. Kerawanan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dalam Pelaksanaan
Kampanye

1} Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggata
TNUPOLRI, dan Kepala Desa atau ssbutan lain/Lurah membuat keputusan

Mmﬁm%mﬂhﬂmﬁmﬁmﬂﬂﬂmﬂmmﬂmﬂmmmm&ﬂ. B55N



dantalau lindakan yang menguntungkan atau marugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanya sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang Pemilihan,

2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikata dan Wakil
Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang terlibat dalam
kampanye danfafau sedang mencalonkan kemball pada daerah yang sama
menggunakan fasiflas yang lerkail dengan jabatannya selama masa
kampanya sebagaimana Pasal 53 ayal (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf b
PHPU Nomor 13 Tahun 2024,

3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wallkota, Wakil Walikota,
pejabat negara lainnya, atau pejabal daerah yang mengikuti Kampanye
menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan
jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di
wilayah kewenangannya dan di wilayah lain selama masa Kampanye
sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

g- Kerawanan Lainnya

1) kampanye negatif (negative campaign), kampanye hitam (black campaign) dan
berita bohong (hoax);

2} Calon danfatau tim Kampanye Anggota Partai Poltik Peserta Pemilu, dan
relawan, atau pihak lain menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemiliban danfatay Pemilih
sebagai imbalan (malakukan Praktik Politik uang), uniuk:

a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih:

b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatican
suara tidak sah; dan

¢} mempengaruhi untuk memilih calen tertentu ataw tidak memiih calon
tertentu,

(sebagaimana pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomar 13

Tahun 2024

2. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Tahun 2024
a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
1} Kerawanan: pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administratif kampanye Pemilihan
2) Proses Penanganan:



a) Pengawas Pamilihan menyampaikan aaran perbalkan lerlebih dahulu atau
mancalal sebagal lemuan dugsan pelanggaran ka terdapat kesalahan
administrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan

b} Laporanfiemuan dugasn pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari
se|ak dikelahubditemukan, dan penanganan Pelanggaran dilakukan paling
lama 14 hari; dan

c) Bawaslu, Bawaslu Provinsl, alau Bawasly Kabupaten/Kola dapat
manyelesakan pelanggaran administrasl Pemilhan dengan acara cepat
dengan menglsi ferrmulic Putusan yang diterbitkan pada hari yang sama.

b. Pelanggaran Pldana Pamilihan
Paszal 187

(1) Seliap arang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di ivar facwal wakiu
yang lelah ditelapkan oleh KPU Provins! dan KPL Kabupaten/Xota untuk
masing-masing calon, dipidana dengan pidana panjara paling singkat 15 (lima
belas) han alau pating lama 3 (figa) bulan dan‘atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (serals ribu rupiah) afay paling banyak Rp1.000.000,00 (saty
Juta rupiah),

(2) Sefisp orang yang dengan sengajn melanggar kefentuan (laramgan
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidane dengan pidana penfara paling
singkal 3 (tiga) bwlan atau paling lama 18 (delapan befas) buan dansstay
dends paling sedikit Rp600. 000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau pating banyak
Rp6.000.000.00 jenam juta rupiah).

(3) Sefiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
poiaksanaan Kampanye Pemilhan BupatiWaliketa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf g, hunuf b, hunut | atao hurul | dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 {zalu) bulan atay pailing lama & fenam) buan danfatsy
denda paling sedikit Rp100.000,00 (seralus by rupiah) atau paling banyak

Rip1.000.000,00 {satu juta fupiah),
(4) Setiap orang yang dengan sengafa mengacaukan, menghalangi, atay
mengganggis Jalannya Kampanye, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan ataw paling lama & (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp&00.000,00 jenam ratus riby rupiah) atau
paling banyak Rp6.000. 000,00 fenam futs rugpiah).

(5) Seliap orang yang memberi atay mensrima dana Kampanys melebiti batas
¥ang ditentukan sebagaimana dimaksud dafarm Pasal 74 ayat (5), dipidana
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dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atay paling lama 24 (dua
pululy empal) bwan danffay denda pafing sadikil Rp200.000.000.00 (dus
ratus jula rupiah) alau pafing banyak Rp1.000.000.000,00 (satu mitiar rupiah).

{6) Sefiap orang yang dengan sengaja manarima atau memberi dana Kampanya
dan alau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud datam Pasal 76
ayal (1) danfafau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkal 4 {empal) bulan afau
pafing lama 24 (dua puluh empat) bwlan danfateu denda paling sediki
Rp200.000.000,00 (dus rafus jula rupiah) alau  paling  banyak
Rp 1, 000,000, 000,00 (satu miiar rupiah).

(7} Setlap orang yang dengan sengajs membearikan keferangan yang fidak benar
dalaim faporah dana Kampanye sobagaimana diwalibkan afef Undang-Undang
ini, dipidana dengan pidana penjara pafing singkal 2 (dua) bulan atau paiing
lama 12 (dua belas) bulan dan/atay denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (zalu
Jjuta rupiah} atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepulch juta rupiah),

(8] Calon yvang menernma sumbangan dana Kampanye dan hcdak medsporkan
kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupsfen/®ola dan/alau fidak menyelorkan
ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
Bulan gan paling lama 48 fempal pwluh delapan) bulan dan donda sehanyak 3
{tiga) kafi dar jumiah sumbangan yang diterima.

Pasal 187A*)

{1) Seliap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukurm
menjanjikan atay memberikan uang alau mabter lsinnya sebagal imbalan
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung alaupun fidak langsung
untuk mempengaruhi Pemilit agar fidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hax piith dengan cara fertenfy sehingga suare menjadi fidak
sah, mamilih calon terfentu, atau fidak memilih calon ferfenfu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (liga puluh enam) bulan dan paling fama 72 (fuful puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dus ralus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000,000. 000,00 (satu milyar ruplah).

{2) Pidana yang sema diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menerma pemberian afau jenji
sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
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Pagal 188
Seliap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau
sebulan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketenfuran sebagaimans
dimaksud defam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(88{u) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dandatay denda paling secikit

Rp600.000.00 (enam ratus ribu fupish) slou paling banyak Rp& 00000000
fenam juta rupiah),

Fazal 169%)
Calon Gubermnur, Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupa,

Caion Wallkots, dan Calon Waki Walikola yang dengan sengaja melibatkan
pefabat badan usaha milk negara, pejabal badan usaha mik deerah, Aparatur
Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Repubiik Indonesia, anggola Tentara
Nagional Indonesia, dan kepala desa atay sebulan Isindurat sera peranghal
desa atau sebutan lain/perangkal kelurahan sebagsimana dimaksud dalam
Fasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara pakng singkat 1 {satu) buian
afau paling fama & (enam) bulan darvalau denda paling sedikit Rp&00.000.00
{enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 fenam futa rupiah).

Pasal 150
Pejabat yang melanggar ketenfuan Pasal 71 ayat (2) afau Pasal 162 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan ataw paling lama 6
femam) bulan dan‘afeyr dends paling sedikll RpS00 000,00 {enam ratus by

rupiah) atau paling banyak Rpé.000.000,00 (enam juta rupiah),
c. Pelanggaran Koda Etik

1} Kerawanan: integritas, profesionalitas, dan kemandirian penyelenggara

pamilihan pada seluruh tahapan kampanye;
2] Proses Penanganan: laparanitemuan dugaan pelanggaran disampaikan paling
lambat 7 har sejak diketahui/ditermukan: pananganan Pelanggaran dilakukan

paling lama 14 hari, dan proses Pemeriksaan DKPP didasarkan atas kebufuhan
Pemeriksaan.
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C. Penutup

Diemikian Surat Imbauan ini disampaikan, sebagal pedoman dalam melaksanakan
tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatl dan Wakil Bupatl serta Walikota dan Walkil
Walikota Tahun 2024,

Saumlakj, 13 Oktober 2024
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